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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah salah satu negara yang masuk dalam kategori 

berkembang, maka dari itu Indonesia memerlukan adanya upaya 

pembangunan baik fisik maupun non fisik. Dengan adanya pembangunan itu 

maka, pemerintah memerlukan dana yang sangat besar untuk menunjang dan 

merealisasi kegiatan pembangunan tersebut. Selain itu negara juga 

memerlukan adanya APBN untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh 

negara baik dipusat maupun daerah, sedangkan penyumbang dana yang 

paling besar adalah penghasilan negara yang berasal dari pajak (Amanah dkk, 

2018) . 

Menurut UU No. 28 Pasal 1 Tahun 2007 dalam Resmi (2014) "pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Penerimaan pajak mampu 

menjadi penompang terbesar untuk pendanaan yang dikeluarkan negara baik 

dari segi pembangunan untuk kemakmuran rakyat.  

Penerimaan Pajak setiap tahunya selalu mengalami perubahan. Berikut 

adalah daftar penerimaan pajak dari tahun 2017 sampai 2018 : 
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Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak 

Triliun (rupiah) 2017 2018 

Uraian Revised s.d Apr % Real APBN s.d Apr % Real 

PPh 784,0 223,7 28,5 855,1 244,7 28,6 

PPN 475,5 119,1 25,1 541,8 135,9 25,1 

PBB 15,4 0,6 3,9 17,4 0,1 0,3 

Cukai 153,2 17,9 11,7 155,4 19,9 12,8 

Pajak lainnya 8,7 2,3 26,2 9,7 2,6 26,6 

Pajak Perdagangan 

Internasional 

36,0 11,4 31,7 38,7 13,8 35,7 

Total Penerimaan 

Perpajakan 

1.472,7 375,0 25,5 1.618,1 416,9 25,8 

Sumber: kementrian keuangan, 2018 

Meskipun telah mengalami peningkatan penerimaan perpajakan 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) tetap akan melakukan upaya guna dapat 

merealisasikan penerimaan negara dalam sekror pajak. Salah satunya yaitu 

dengan adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 101/PMK.010/2016 yang berlaku pada tanggal 27 Juni 2016 tentang 

perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Hal lain yang 

dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar dapat mencapai penerimaan 

pajak yang telah ditargetkan adalah dengan cara memberikan kemudahan bagi 

wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan yaitu mengeluarkan 

sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan sistem online, 
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Dengan begitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) mampu meningkatkan 

penerimaan pajak di Indonesia. 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementrian 

Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, Jumlah wajib pajak orang pribadi yang 

membayar PPh baik pajak penghasilan Pasal 29 pada bulan Maret 2018 dan 

PPh Final 1% selama triwulan I tahun 2018, masing-masing sebesar 15,99 % 

dan 16,06 %. Dari hasil tersebut penerimaan pajak penghasilan mengalami 

peningkatan dari tiga tahun terakhir, karena adanya pengampunan pajak. 

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah wajib 

pajak, jumlah surat pemberitahuan, perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP), dan kepatuhan wajib pajak. Faktor pertama yang 

mempengaruhi penerimaan pajak adalah jumlah wajib pajak. Menurut Resmi 

(2014:19) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran 

pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak diharapkan 

banyak pula wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajaknnya sehingga 

mampu meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Amanah, dkk (2018) 

menyatakan bahwa jumlah wajib pajak memberikan pengaruh positif 

terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan menurut Mayasari dan 

Ucu (2015) menyatakan bahwa jumlah wajib pajak tidak memiliki pengaruh 

terhadap penerimaan pajak penghasilan. 
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Faktor kedua dari penerimaan pajak penghasilan adalah jumlah surat 

pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo 

(2002:17) surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan banyaknya 

jumlah surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak maka dapat dilihat 

pula banyaknya wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya, hal 

ini dapat meningkatkan penerimaan pajak pula. Menurut Amanah, dkk (2018) 

menyatakan jumlah surat pemberitahuan tidak memiliki pengaruh terhadap 

penerimaan pajak penghasilan, sedangkan menurut Haryanto, dkk (2014) 

jumlah surat pemberitahuan masa yang diterima mempunyai pengaruh positif 

terhadap penerimaan pajak penghasilan.  

Faktor yang ketiga adalah penurunan tarif Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP). Menurut Gunawan dalam Lewa dan kawan-kawan (2018), 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan faktor pengurangan dari 

penghasilan/pendapatan orang pribadi/perseorangan/karyawan yang berstatus 

sebagai wajib pajak dalam negeri, dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak 

(PKP) yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak 

(perseorangan/orang pribadi) di Indonesia. Pemerintah melakukan penurunan 

tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) agar minat wajib pajak dalam 

melapor dan membayar pajak yang terutang tinggi dengan adanya penurunan 

tarif tersebut. Menurut Lewa, dkk (2018) menyatakan bahwa perubahan tarif 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016 berpengaruh negatif 
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terhadap penerimaan pajak penghasilan, hal itu didukung oleh penelitian dari 

Lasmana dan Rhodhiyah (2018) menyatakan perubahan tarif Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak 

penghasilan, sedangkan menurut Salim dan Lili (2013) menyatakan batas 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh positif terhadap 

penerimaan pajak. 

Faktor yang keempat adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut James et 

al dalam Mahendra (2014) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang 

mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan 

aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi 

sesama, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun 

administrasi. Kepatuhan masyarakat untuk membayar kewajibanya dalam 

membayar pajak juga akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak. 

Hal itu dikarenakan jika banyak masyarakat membayar kewajiban 

perpajaknnya maka banyak pula penerimaan yang akan diterima oleh negara. 

Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

(Muhammad dan Sunarto, 2018). Sedangkan menurut Mahendra dan 

Sukartha (2014) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh 

positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. 

Penelitian mengenai penerimaan pajak sudah banyak dilakukan tetapi 

hasil yang dihasilkan dalam penelitian terdahulu menghasilkan hasil yang 

berbeda-beda antar peneliti, sehingga dapat membuat penafsiran yang 

berbeda-beda pula dalam mengambil kesimpulan. Berdasarkan perbedaan 
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hasil penelitian diatas maka perlu dilakukan adanya penelitian kembali 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Amanah dan kawan-kawan (2018) yang meneliti tentang pengaruh jumlah 

wajib pajak dan jumlah surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak 

penghasilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

dengan melakukan penambahan variabel independen yaitu perubahan tarif 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan kepatuhan wajib pajak.  

Alasan penambahan variabel tersebut adalah selain faktor jumlah 

wajib pajak dan jumlah surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak 

penghasilan, juga dipengaruhi oleh perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP), dan kepatuhan wajib pajak. Perubahan tarif Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) dapat mengurangi jumlah pajak terutang adanya 

penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

101/PMK.010/2016 yang berlaku pada tanggal 27 Juni 2016 tentang 

perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hal tersebut dapat 

meningkatkan minat wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban 

perpajakannya, fasilitas tersebut diberikan kepada wajib pajak orang pribadi 

baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, selain itu fasilitas ini 

diberikan agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan beban pajak yang 

harus dibayarkan. Hal lain yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

agar dapat mencapai penerimaan pajak yang telah ditargetkan adalah dengan 

cara memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban 
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perpajakan yaitu mengeluarkan sistem penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT) dengan sistem online, dengan adanya kemudahan  tersebut masyarakat 

tidak perlu susah payah dating ke KPP dan menunggu antrian panjang untuk 

melaporkan surat pemberitahuannya, sekarang masyarakat dapat melakukan 

pelaporan surat pemberitahuan dimana saja dengan menggunakan 

smartphone. Dengan begitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) mampu 

meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Perbedaan kedua terletak pada 

periode yang digunakan, jika pada penelitian yang dilakukan oleh Amanah 

dan kawan-kawan (2018) menggunakan periode 2014-2016, maka penelitian 

ini menggunakan periode penelitian 2015-2018. Untuk perbedaan yang ketiga 

yaitu penelitian yang dilakukan Amanah dan kawan-kawan (2018) terletak di 

KPP Pratama Bukittinggi, penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Kudus. 

Berdasarkan perbedaan penelitian terdahulu yang menelititi mengenai 

penerimaan pajak penghasilan untuk itu penulis menentukan judul penelitiaan 

yaitu “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Pemberitahuaan, 

Perubahan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Dan 

Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 

(Studi Empiris Pada Kpp Pratama Kudus Periode 2015-2018)”. 

1.2 RUANG LINGKUP 

Penelitian ini melakukan penelitian dibidang perpajakan, yang akan 

meneliti mengenai masalah pengaruh jumlah wajib pajak, jumlah surat 

pemberitahuan, perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), 
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penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak 

penghasilan (studi empiris pada KPP Pratama Kudus periode 2015-2018), 

penulis membatasi lingkup penelitian yaitu: 

a. Peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Kudus. 

b. Peneliti membatasi periode yang digunakan yaitu 2015-2018. 

c. Peneliti membatasi lingkup penelitian hanya pada wajib pajak orang 

pribadi. 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, penerimaan pajak penghasilan 

orang pribadi selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Permasalahan 

mengenai penerimaan pajak penghasilan tersebut dapat ditelusuri dari : 

a. Bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak 

penghasilan ?  

b. Bagaimana pengaruh jumlah surat pemberitahuan terhadap 

penerimaan pajak penghasiln ? 

c. Bagaimana pengaruh perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) terhadap penerimaan pajak penghasilan ?  

d. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan 

pajak penghasilan ? 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah 

yang dijelaskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini :  

a. Untuk mengetahui perubahan jumlah wajib pajak yang setiap 

tahunnya selalu mengalami perubahan baik peningkatan maupun 

penurunan wajib pajak mampu mempengaruhi jumlah penerimaan 

pajak penghasilan. 

b. Untuk mengetahui dengan berubahnya jumlah surat pemberitahuan 

yang dilaporkan wajib pajak setiap tahunnya mampu mempengaruhi 

penerimaan pajak penghasilan. 

c. Untuk mengetahui dengan adanya perubahan tarif penghasilan tidak 

kena pajak mampu mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.  

d. Untuk mengetahui penagihan pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib 

pajak mampu mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. 

e. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak yang sudah sadar akan 

kewajiban perpajakannya mampu mempengaruhi penerimaan pajak 

penghasilan. 

1.5 MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi KPP Pratama Kudus 
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Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna 

mengenai bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak, jumlah surat 

pemberitahuan, perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP), penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap 

penerimaan pajak yang telah dilakukan. 

b. Bagi Pembaca 

i. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perpajakan. 

ii. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang ingin 

berkeinginan melakukan riset tentang permasalahan yang serupa.   

c. Bagi peneliti 

i. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, 

khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama 

masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap 

materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana 

di Universitas Muria Kudus. 

ii. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya 

dalam hal jumlah wajib pajak, jumlah surat pemberitahuan, 

perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penagihan 

pajak, dan kepatuhan wajib pajak dengan cara membandingkan 

teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang 

sebenarnya terjadi dilapangan. 

  


